
BUPATI ENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR 4 7 TAHU'-.! .;io 17 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2017 ,yang Menyatakan bahwa 

kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

dengan berpedoman pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Enrekang; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

BUPATI ENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR 47 TAHU"-! .;1017 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menirnbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa 

kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

Nornor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Enrekang Nornor 14 Tahun 2016 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah,sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nornor 7 Tahun 2017 ,yang Menyatakan bahwa 

kepala daerah rnenetapkan peraturan kepala daerah 

tentang Kebijakan Akuntansi Pernerintah Daerah 

dengan berpedornan pada Standar Akuntansi 

Pernerintahan; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana 

dirnaksud dalam huruf a,perlu rnenetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pernerintah 

Daerah Kabupaten Enrekang; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nornor 29 tahun 1959 tentang 

Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 

1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No�or 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ':1-438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Penatausahaan keuangan di Tingkat 

Bendahara. 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang 

Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31); 

18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 

21); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

ENREKANG. 
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prinsip-prinsip, adalah 

lO�Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah 
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan 

pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

merupakan rujukan penting bagi Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan, penyusun la po ran 

keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan 

atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas 
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

11.Standar Akuntansi Pernerintahan, selanjutnya disebut 
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. 

12.Kebijakan akuntansi 

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan 

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

13.Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian 

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan 

operasi keuangan pemerintah. 

14.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi 
tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum 

Daerah yang selanjutnya disingkat BUD. 

15.Pemerintah Daerah merupakan Entitas Pelaporan 

yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan 
La po ran Keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

16.Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu 

laporan keuangan yang merupakan gabungan 
keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan 

tunggal. 
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1 7 .Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan 
yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan 

tahunan. 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas 
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih 
oleh pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten 
Enrekang dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

Pasal 3 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas 
dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 
Pernerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka 
Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Pasal 4 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur 
beberapa hal : 

a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum 

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, 
maupun antar entitas akuntansi. 

b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran 
untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam rangka 
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

c. dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah 

Kabupaten Enrekang dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Kebijakan Akuntansi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dar i peraturan ini. 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka : 

1. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 40 Tahun 2015 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten 
Enrekang Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten 
Enrekang Tahun 2016 Nomor 60) ; 

2. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 Tahun 2015 

tentang Pedoman batas minimal kapitalisasi 

(Capitalization Threshol) sebagai dasar Pembebanan 

belanja modal (Berita Daerah Kabupaten Enrekang 
Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 
Tahun 2015 tentang Pedoman batas minimal 

kapitalisasi ( Capitalization Threshol) sebagai dasar 
Pembebanan belanja modal (Berita Daerah Kabupaten 

Enrekang Tahun 2016 Nomor 62) ; 
3. Perubahan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Asset 

tetap dan masa manfaat barang milik daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 43) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
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Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Asset tetap 
dan masa manfaat barang milik daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 63); 

4. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Penyisihan piutang dan penyisihan dana 

bergulir (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 
2016 Nomor 61). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Enrekang. 

Ditetapkan di Enrekang 

Pada tanggal 7 .[)�nmbr r'J-017 

I - 
Diundangkan di Enrekang 

Pada tanggal 

CHAIRUL LATANRO 
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 
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